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Jakarta, 25 Oktober 2023 

Nomor : PPE.PP.01.05-1978 
Sifat : Segera 
Lampiran : - 
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian 

Rancangan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan 

 

Yth. 
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Ketenagakerjaan 
di 
Jakarta 
 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/899/HK.02/IX/2023 tanggal 18 September 2023 

perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya 

pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 

tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi 

substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan 

Rancangan Peraturan Badan dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri 

Ketenagakerjaan.  

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan 

penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan 

Badan dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi 

Peraturan Menteri dimaksud. 

 

Direktur Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan, 
 
 
 
 
 
Asep N. Mulyana 
NIP. 196908141996031001 

 
Tembusan: 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan). 
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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUANG TERBATAS  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa ruang terbatas merupakan tempat kerja yang 
memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan 

kerja pekerja/buruh; 
b. bahwa untuk melindungi pekerja/buruh yang berada di 

ruang terbatas dari potensi bahaya dan untuk 

menciptakan tempat kerja yang selamat, aman, 
nyaman, dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja, perlu mengatur mengenai keselamatan dan 
kesehatan kerja di ruang terbatas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas; 
 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1918); 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279);  

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 



BER A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 93"6 

RJENDERAL 
N PERUNDANG-UNDANGAN 

KEME RIAN H KUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPU L K INDON SIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2 a l No v em b e r 2 o 2 3 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK I ONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 November 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri mi dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal 31 
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 
(1) Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai 
dengan habis masa berlakunya dan dapat 
diperpanjang dengan mengikuti persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

(2) Lisensi K3 Teknisi K3 Utama Ruang Terbatas dan 
lisensi K3 Teknisi K3 Madya Ruang Terbatas yang 
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini 
dinyatakan menjadi lisensi K3 Teknisi K3 Ruang 
Terbatas. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

- 15 - 


